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I. UMUM 
 

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah 
Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, serta untuk menunjang 
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu 

mengembangkan wilayah Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. 
Wilayah Morotai memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan 
geostrategis. 
 

Keunggulan geoekonomi wilayah Morotai antara lain merupakan pulau 
terluar di sisi timur laut Indonesia yang dekat dengan Jepang dan Taiwan. 
Berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia III yang juga merupakan 

jalur migrasi ikan tuna yang menjadi sumber bahan baku industri 
pengolahan perikanan, serta memiliki objek wisata sejarah skala dunia 
berupa peninggalan Perang Dunia II. 
 

Keunggulan geostrategis wilayah Morotai adalah adanya kebijakan untuk 
meningkatkan peran Bandar Udara Leo Wattimena yang merupakan 
peninggalan Perang Dunia II dengan kapasitas landasan yang sangat 

besar untuk dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung kawasan 
dalam rangka peningkatan peran Pulau Morotai sebagai hub internasional 
di kawasan timur Indonesia. 
 

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Jababeka Morotai 
mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai. 
Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai telah 

memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan 
Ekonomi Khusus, serta telah melengkapi persyaratan pengusulan 
Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan 

Pasal . . . 
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Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Kawasan Ekonomi Khusus. 
 

Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai oleh         
PT Jababeka Morotai telah mendapat persetujuan dari Kebupaten Pulau 
Morotai dan diajukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada 

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus setelah melakukan pengkajian, menyetujui usulan 

pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai dan mengajukan 
rekomendasi penetapannya kepada Presiden. 
 

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai yang telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan 

Ekonomi Khusus. 
 
 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 
 Pasal 1 

Cukup jelas. 
 

 Pasal 2 

Cukup jelas. 
 

 Pasal 3 
Cukup jelas. 

 

 Pasal 4 
Cukup jelas. 

 

      Pasal 5 
Cukup jelas. 

 
 Pasal 6 

Cukup jelas.  

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5549 


